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	Nama SOP : Pelaksanaan Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009  Nomor  12,  Tambahan  lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
	1.  Memahami regulasi dan kebijakan terkait bantuan sosial.

	2. Undang - Undang RI	Nomor	13	Tahun	2011	tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
	2.  Menguasai alur dan mekanisme pemberian bantuan sosial.

	3.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6858, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
	3. Mampu melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi calon penerima bantuan.

	   4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang kabupaten kutai Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
	4.  Memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan dokumen bantuan sosial.

	5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
	5.  Mampu menyusun dan mengelola anggaran (DPA, RKA) sesuai ketentuan.

	6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
	 6.  Memahami tata cara pengadaan dan penyaluran bantuan       berupa barang.

	 7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
	 7.  Mampu melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan bantuan.

	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
	 8.  Memiliki integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

	9. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggung Jawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
	 



	Keterkaitan
	Peralatan

	 1. Dinas Sosial Kabupaten – pelaksana utama program bantuan sosial UEP.
	1. Komputer/laptop untuk pengolahan data calon penerima.

	 2. Aparat Kecamatan – mendukung pendataan awal dan verifikasi calon penerima.
	2. Aplikasi/Software Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG).

	 3. Pendamping Sosial/Petugas Lapangan – melakukan pendampingan, monitoring, dan pelaporan.
	3. Printer, scanner, dan mesin fotokopi untuk administrasi dokumen.

	 4. Penyedia Barang/Jasa – menyalurkan bantuan sesuai ketentuan.
	4. Kamera/HP untuk dokumentasi lapangan.

	 5. Penerima Bantuan Sosial (KPM) – menerima manfaat dan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan.
	5. Alat tulis kantor (ATK) untuk kelengkapan administrasi.

	 6. Bupati Kutai Timur – menetapkan penerima bantuan.
	6. Jaringan internet untuk akses data dan pelaporan

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Bantuan sosial UEP tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tujuan usaha.
	1.  Proposal Usaha Calon Penerima.

	2. Data penerima harus akurat, diverifikasi, dan divalidasi agar tidak menimbulkan penerima ganda/ tidak tepat sasaran.
	2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bantuan Sosial.

	3.  Penerima bantuan yang terbukti menyalahgunakan bantuan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
	3. Data kependudukan (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga).

	4. Aparat/pelaksana dilarang melakukan pungutan atau meminta imbalan dalam bentuk apapun terkait pemberian bantuan.
	4. Data penerima masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau DTSEN.

	5. Dokumen administrasi (proposal, berita acara, laporan) harus lengkap untuk   pertanggungjawaban.
	5. Verifikasi dan validasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan.

	6.  Penyaluran bantuan wajib sesuai dengan SK penetapan penerima dan ketentuan yang berlaku.
	 6.   SK Bupati Penetapan daftar calon penerima bantuan sosial UEP.

	7.   Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk mencegah penyimpangan.

	



	No
	Kegiatan
	Pelaksana
	Mutu Baku
	Keterangan

	
	
	Pengelola Data Bantuan Sosial UEP
	Pengelola Bantuan Sosial UEP
	Bidang Penanganan Fakir Miskin
	Dinas Sosial
	Bupati Kutai Timur
	Penerima Bantuan Sosial UEP
	Kelengkapan
	Output
	

	1
	Mulai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pengusulan Penerima Bantuan Sosial
	
	
	
	
	

	
	Surat Pendataan Calon Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun Anggaran 2026 ke Kecamatan yang di pilih untuk di lakukan penyaluran bantuan UEP sesuai kriteria.
	Surat resmi/edaran penjaringan calon penerima
	

	3
	Menerima Proposal Usaha dari Calon Penerima
	
	
	
	
	
	
	Proposal, surat permohonan, rencana kebutuhan barang, SKTM/DTKS, KTP, KK, foto usaha.
	Berkas Pengajuan atau Proposal permohonan.
	

	4

	Evaluasi Permohonan (Verifikasi & Validasi) Data
	
	
	
	
	
	
	SKTM/DTKS, Berita Acara Verval, dokumentasi lapangan
	Berita Acara Verifikasi dan Validasi
	

	5
	Penetapan Daftar Penerima Layak
	
	
	
	
	
	
	Dinas Sosial menetapkan daftar calon penerima hasil verval.
	Daftar penerima hasil verval.
	

	6
	Penganggaran
	
	
	
	
	
	
	Pengalokasian anggaran melalui DPA dan RKA 
	Dokumen RKA & DPA untuk program UEP
	

	7
	Penerbitan SK Penetapan Penerima
	
	
	
	
	
	
	Bupati menerbitkan Surat Keputusan penerima bantuan UEP
	Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan penerima
	

	8
	Penyaluran Bantuan Sosial (Barang/Modal Usaha)
	
	
	
	
	
	
	SK Penerima, BA Serah Terima, KTP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
	Berita Acara Serah Terima (BAST) & barang bantuan tersalurkan
	

	9
	Penggunaan Bantuan
	
	
	
	
	
	
	Foto serah terima, Pakta Integritas penggunaan sesuai proposal
	Pakta integritas & dokumentasi foto Bantuan digunakan sesuai tujuan
	

	10
	Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
	
	
	
	
	
	
	Proposal, SK Bupati, Pakta Integritas, BA Serah Terima
	Dokumen lengkap & sesuai aturan
	

	11
	Pertanggungjawaban Penerima Bantuan
	
	
	
	
	
	
	Laporan penggunaan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Bukti Serah Terima
	Dokumen lengkap & sesuai aturan
	

	12
	Pelaporan
	
	
	
	
	
	
	Laporan kegiatan & realisasi anggaran
	Laporan resmi bantuan sosial UEP
	

	13
	Selesai
	
	
	
	
	
	
	
	
	



image1.png
& PEMERINTAH
H KABUPATEN

b KUTAI TIMUR





image2.png




